
 

 

PEMERINTAH  KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

SEKRETARIAT DAERAH 
        Jalan Jendral Sudirman No. 182 Telp. (0742) 21192 Fax. 322620  

   KUALA TUNGKAL 
 
 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
 SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  

 

NOMOR :    78        /NAKER/2023 
 

TENTANG 
 

TIM PELAYANAN ANTAR KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 
TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
 

Menimbang   : a.  bahwa untuk Terlaksananya Peningkatan Jumlah  

Pelayanan Pencari Kerja  yang ditempatkan dan 
Pemahaman tentang Peraturan Perundang-Undangan di 

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, maka perlu di bentuk 
Tim dimaksud; 

 

   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati 

tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Antar Kerja 
Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun Anggaran 2023; 
 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2755); 

 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3969); 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik indonesia Nomor 4279);  
 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6801); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
 

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 
tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990); 

 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pembentukan Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 
 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 
5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penempatan 
Tenaga Kerja Lokal Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 5); 
 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 

Nomor 6 Tahun 2022, Tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6 Tanggal 22 Desember 
2022); 

 

11.  Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 

2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 

Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat Tahun 2021 Nomor 38 Tanggal 22 Desember 2022)  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Memperhatikan  : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas Tenaga Kerja 

Tahun Anggaran 2023 
 

 
 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  :  
  

KESATU  : Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Antar Kerja pada Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 

2023 dengan Susunan Personalia sebagai berikut : 
 
 

a. Pengarah :  Sekretaris Daerah Kab. Tanjung 
                                  Jabung Barat 

b. Penangung Jawab        :  Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. 
                                        Tanjung Jabung Barat 

c. Ketua        : Kepala Bidang Pelatihan dan 

Penempatan Tenaga Kerja Kab. 
Tanjung Jabung Barat 

d. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kab. 
Tanjung Jabung Barat 

e.  Sekretaris     :  Pengantar Kerja Ahli Muda 
                        (Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung 
                        Jabung Barat) 

f.   Anggota PNS       :  1.   Kasubbag Perencanaan, Evaluasi 
 dan Pelaporan Program (Dinas 

 Tenaga Kerja Kab. Tanjung 
 Jabung Barat) 

           2.  Henny    Fadilla, S.AP, Pengantar 
   Kerja Pertama (Dinas Tenaga 
   Kerja Kab. Tanjung Jabung 

   Barat) 
                3.  Neneng Hasanah, S.TP (Dinas 

                        Tenaga Kerja Kab. Tanjung 
                        Jabung Barat) 

              4.  Risky Andriansyah, SE 
                        (DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung 
                        Barat) 

    

KEDUA      : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum 
KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :  

 
 

a. Pengarah:  
- Memberikan arahan untuk pelaksanaan Kegiatan 

Pelayanan Antar Kerja; 
 

b. Penanggung Jawab:  

- Bertanggung Jawab atas terselenggaranya Kegiatan 
Pelayanan Antar Kerja; 

 

c. Ketua : 
-   Melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Antar 

Kerja kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat; 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



   
 

       d. Wakil Ketua : 

 -  Membantu dan mewakili ketua dalam pelaporan hasil 
pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Antar Kerja; 

 

 e. Sekretaris :  

- Membantu Ketua Panitia dalam melaksanakan tugas 
Kegiatan Kegiatan Pelayanan Antar Kerja; 

 

     f. Anggota : 

-  Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan 
Kegiatan Kegiatan Pelayanan Antar Kerja; 

 

 
 

KETIGA        : Kepada Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
Diktum KESATU diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) 
bulan, sebesar :  

 

-  Pengarah     : Rp. 750.000 

- Penanggung Jawab   : Rp. 700.000 
- Ketua     : Rp. 650.000 

- Wakil Ketua    : Rp. 600.000 
- Sekretaris    : Rp. 500.000 

- Anggota     : Rp. 300.000 
 

KEEMPAT         : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan 
Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 
Anggaran 2023 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat, Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja, dengan Kode 
Rekening : 2.07.04.2.01.02.5.1.02.02.01.0004 (Honorarium Tim 
Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan).  

 

KELIMA        : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 
Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. 

 

 
  Ditetapkan  di  Kuala Tungkal  
  Pada tanggal, 27 februari 2023 

 
    SEKRETARIS DAERAH 

        KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 
 
 

 
        ttd 

 
 

   AGUS SANUSI 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 
AGUS SUMANTRI, SHI.,MH 

NIP. 19870811 201101 1 001 
 


